
BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR           TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 44 TAHUN 
2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk dapat melakukan pembayaran gaji 
dan  tunjangan  TPP  pada  Dinas  Kesehatan  maka  perlu 
dilakukan penggabungan dua Sub kegiatan yang sama pada 
Dinas Kesehatan oleh karena itu perlu disesuaikan kembali 
melalui pergeseran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tabalong Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa  untuk  mengakomodir  pergeseran  sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, tidak akan menimbulkan perubahan 
pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik 
dari segi Pendapatan dan Belanja;

 
c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 

dalam  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan 
Bupati  tentang  Perubahan Pertama Atas  Peraturan  Bupati 
Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

 
Mengingat : 1. Pasal  18   ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang  Penetapan 
Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun  1953  tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor  1820),  sebagaimana  telah  beberapa  kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat  II  Tapin  dan  Daerah  Tingkat  II  Tabalong  Dengan 
Mengubah  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang 
Penetapan  Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun  1953 
tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  Di  Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
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3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan 
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003 
Nomor  47,  Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2021  Nomor  246,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2021  Nomor  246,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem 
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5495), 
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan 
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2024  tentang  Perubahan 
Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
77,  Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor 
6914);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang 
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023 
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Nomor  41,  Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Nomor  5601),  sebagaimana  telah  diubah  dengan 
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan 
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 
Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2022  tentang  Provinsi 
Kalimantan  Selatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6779);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun  2000  tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang 
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4502), 
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah 
Nomor  74  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan 
Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2012  Nomor  171,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2005  Nomor  138,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576),  sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56 
Tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  25,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2007  tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2012  tentang  Hibah 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 5272);

20. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang 
Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  92,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5533), 
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah 
Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523);

21. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang 
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017 
Nomor  73,  Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Nomor 6041);

22. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak 
Keuangan  dan  Administrasi  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2017  Nomor  106,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057),  sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 
Tahun  2017  tentang  Hak  Keuangan  dan  Administratif 
Pimpinan  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha  Milik  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6173);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178);

25. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi 
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6385);

28. Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2023  tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2023  Nomor  100,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman  Pengelolaan  Investasi  Pemerintah  Daerah  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  120  Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Berita  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  547),  sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 350);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatur  Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang 
Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja 
Daerah  Tahun  Anggaran  2025  (Berita  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 
tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), 
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten 
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Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten  Tabalong  Tahun  2018  Nomor  05,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Daerah 
Kabupaten  Tabalong  Tahun  2022  Nomor  10,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun 
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 
2024 Nomor 9);

39. Peraturan  Bupati  Tabalong  tentang  Nomor  23 Tahun  2024 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun  Anggaran  2025  (Berita  Daerah  Kabupaten  Tabalong 
2024 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati  Tabalong  tentang  Nomor  9  Tahun  2025  tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong tentang Nomor 23 
Tahun 2024  tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan 
Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2025  (Berita  Daerah 
Kabupaten Tabalong 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN  PERTAMA  ATAS 
PERATURAN  BUPATI  TABALONG NOMOR  44 TAHUN  2025 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026  (Berita 
Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025 nomor 44) diubah sebagai berikut: 

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 
2026 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah Sebelum:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp    297.955.246.552,00

b. Pendapatan Transfer Rp 1.549.537.595.000,00

c. Lain-Lain  Pendapatan  Daerah  Yang 
Sah

Rp      122.000.000.000  ,00  

    Jumlah Pendapatan Rp 1.969.492.841.552,00

Pendapatan Daerah Sesudah:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp    297.955.246.552,00

b. Pendapatan Transfer Rp 1.549.537.595.000,00
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c. Lain-Lain  Pendapatan  Daerah  Yang 
Sah

Rp      122.000.000.000  ,00  

    Jumlah Pendapatan Rp 1.969.492.841.552,00

2. Belanja Sebelum

a. Belanja Operasi Rp 1.736.956.736.341,15

b. Belanja Modal Rp    659.602.101.331,85

c. Belanja Tidak Terduga Rp      74.014.984.563,00

d. Belanja Transfer Rp      219.268.169.000,00  

Jumlah Belanja Rp 2.689.841.991.236,00

Surplus/(Defisit)   (Rp  720.349.149.684,00)

Belanja Sesudah

a. Belanja Operasi Rp 1.736.956.736.341,15

b. Belanja Modal Rp    659.602.101.331,85

c. Belanja Tidak Terduga Rp      74.014.984.563,00

d. Belanja Transfer Rp      219.268.169.000,00  

Jumlah Belanja Rp 2.689.841.991.236,00

Surplus/(Defisit)   (Rp  720.349.149.684,00)

3. Pembiayaan Sebelum 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp    771.503.665.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Sesudah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rp      51.154.515.316,00

Rp    771.503.665.000,00

Rp      51.154.515.316,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp      720.349.149.684,00

SILPA Tahun Berkenaan Rp     (0,00)

Total APBD Rp 2.689.841.991.236,00

Pasal 2

Uraian  lebih  lanjut  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan  Penjabaran   APBD  yang  diklasifikan  menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Rincian  APBD  menurut  Urusan  Pemerintah  Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran IIIa Daftar  Nama Penerima,  Alamat  dan Besaran Alokasi  Hibah 
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4. Lampiran IIIb 
berupa Uang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;

Daftar  Nama Penerima,  Alamat  dan Besaran Alokasi  Hibah 
Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;

5.

6.

Lampiran IVa

Lampiran IVb

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan 
Sosial  berupa  Uang  yang  diterima  serta  SKPD  Pemberi 
Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan 
Sosial  Berupa  Barang  yang  diterima  serta  SKPD  Pemberi 
Bantuan Sosial;

7.

8.

Lampiran Va

Lampiran Vb

Daftar  Nama  Penerima,  Alamat  dan  Besaran  Bantuan 
Keuangan bersifat Umum yang diterima serta SKPD pemberi 
Bantuan Keuangan;

Daftar  Nama  Penerima,  Alamat  dan  Besaran  Bantuan 
Keuangan bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi 
Bantuan Keuangan;

9.

10.

11.

12.

Lampiran VIa

Lampiran VIb

Lampiran VIc

Lampiran VII

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil 
Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil 
Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil 
Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

Rincian  Dana  Otonomi  Khusus  Menurut  Urusan 
Pemerintahan  Daerah,  Organisasi,  Program,  Kegiatan,  Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis,  Objek, Rincian Objek, Dan Sub 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 3

Lampiran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  merupakan  bagian  tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
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pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR 


